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TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

BI S MI LLAH I RRAH MANI R RAHI M
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PEIVYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang

BUPATI ACEH UTARA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dilampiri la"poran Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir;

b. bahwa sehubungan dengan Surat Ketua Badan Pemeriksa
Republik Indonesia Nomor 60/S/I/4/2O2O Tanggal 28 April
2O2O Point 3 dan 4 yaitu Pemerintah saat ini tengah
beduang menghadapi wabah Corona Virus Disease 2Ol9
(COVID- 19),dimana keadaan ini dan upaya untuk
mengatasinya telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2O2O tentang
Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus
Disease 24rc {COVID-19) sebagai bencana nasional.sejalan
dengan kebijakan tersebut telah diterbitkan Surat Edaran
Menteri Pendayagunaarl Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 50 Tahun 2O2O tentang Penyesuaian Sistem
Ke{a ASN dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-l9
di Lingkunga.n Instansi Pemerintah,sehingga dengan kondisi
tersebut terdapat kesulitan bagi para Pemeriksa BPK untuk
melaksanakan sejumlah prosedur pemeriksaan seperti
konfirmasi tatap muka dan cek fisik.Meskipun demikian,
penting kami sampaikan bahwa, dalam kondisi yang sulit
seperti ini,per tanggal 24 April 2O2O BPK telah
menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas
LKPD.Namun karena situasi dan kondisi yang tidak
memungkinkan untuk dapat terselesaikan Pemeriksaan
sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan,maka l,aporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Pemerintah Kabupaten
Aceh Utara disampaikan Oleh Tim BPK -RI pada tanggal 29
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Mengingat:

c

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Juni 2O2O.Hal ini berdampak pada keterlambatan
penyerahan kepada DPRK sebagai bentuk
petanggungiawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh
Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun
Anggaran 2019;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Pasa-l 18 ayat (6);

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092\;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun i999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara ([rmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentartg Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 4633) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PEak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s6791;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil KepaJa
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200 1 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 I Tahun 20 10 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
53a0);

2l.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2077 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 60a1);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi,Kabupaten dan Kota;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 201"8 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 62791;

24.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol1 tentang Perubahan kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 310);

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2}ll
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2Al1
tentng Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor ru251;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 Tahun 2Ol7
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertangungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLT Nomor a50);
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ag.

31. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 20OB tentang
Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah
Nomor 253);

32. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2078 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara
Tahun Anggaran 2OL9 (Lembaran Daerah Nomor 8);

33. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 178 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Balanja
Kabupaten Aceh Utara.

34. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2Ol9 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Utara Tahun Anggaran 2Ol9 (I-embaran Daerah
Nomor 4);

35. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 35 Tahun 2Ol9 tentang
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh UtaraTahun Anggaran 2019.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

Dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK berupa Laporan Keuangan
memuat:
a. l,aporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. la.poran Operasional;
d. Laporan Perubahan Equitas;
e. Neraca Daerah;
f. Laporan Arus Kas;
g. Catatan Atas l,aporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri
dengan laporan kinerja, ringkasan laporan keuangan desa dan
ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan
daerah;

Pasal 2

(1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf a Tahun Anggaran 2Ol9 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 2.6A6.115.300.596,06
b. Belanja Rp. 1.883.897.843.008,98
c. Transfer Rp. 752.996.547.436,00
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d. Pembiayaan
- Penerimaan Rp. 48.832.253.345,00
- Pengeluaran Rp. 0,00
- Pembiayan Netto Rp.
- Sisa I€bih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp.

Rp. (30.779.O89.848,921

48.832.253.345,00
18.253. 163.496,56

Surplus/De{isit

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggararl dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. ( 1O0. 570.578.17 1,94l' dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan Rp. 2.706.885.878.768,00
b, Realisasi Rp. 2.606.115.300.596,A6

Selisih lebih/{kurang} Rp. (1OO.77O.578.L71,94ll

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp.( 115.92O.O7O.O47,O2) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja Rp. 1.999.817.913.056,00
b. Realisasi Rp. 1.883.897.843.008,98

Selisih lebih/(kurang) Rp. (115.920.O7O.O47,A2ll

3. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah
Rp.( 2.903.671.621,00) dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran transfer Rp. 755.90A.219.057,00
b. Realisasi Rp. 752.996.547.436,00

Selisih lebih/kurang Rp. (2.9A3.671.627,A01

4. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp. 18.253.163.496,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Realisasi Rp. PA.779.O89.848,921
b. Surplus/Defisit Rp. (48.832.253.345,00)

Selisih lebih/kurang Rp. 18.053.163.496,00

5. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp. 0,48 dengan rincian sebagai berikut :

a. Realisasi Rp. 48.832.253.3+5,48
b. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 48.832.253.345,00

Selisih lebih/kurang Rp. 0,48

6. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran
sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp.
b. Realisasi Rp.

Selisih lebih/kurang Rp.

pembiayaan

o,oo
0,O0
o,o0

7. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp. 0,48 dengan rincian sebagai berikut :

a. Realisasi Rp. 49.032.253.345,48
b. Anggaran pembiayaan netto Rp. 48.832.253.345,00

Selisih lebih/kurang Rp. 200.000.000,48
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Rp. 2.004.893.762.279,60
Rp. 2.024.232.387 .265,59
Rp. (t9.3s8.624.98s,99]r
Rp. (108.866.246.r22,61)
Rp. (10.800.003,00)
Rp. (108.877.046.125,61)

Rp. 4.636.443.684.525,32
Rp. (108.877.046.L25,61)
Rp. 79.680.162.O24,09
Rp. 4.607 .246.800.423,80

Rp. 4.67 4.629.568.665,75
Rp. 67.382.768.241,9s
Rp. 4.6O7 .246.800.423,80

umlah Aset
umlah Kewajiban
umlah Ekuitas Dana

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2019
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris
f. Saldo kas akhir per 3 1 Desember 20 19

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran l,ebih sebagaimana dimaksud dalam
Pasal t huruf b untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebagai
berikut:
a. Saldo Anggaran Lebih Awat Rp. 48.832.253.345,48
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Rp. 48.832.253.345,48

Pembiayaan Tahun Berjalan
c. Sub total Rp. (O,00)
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp. 18.253.163.496,56

(siLPA/SiKPA)
e. Sub Total Rp. 13.253.163.496,56
f. Koreksi kesalahan Pembukuan Tahun

Sebelumnya Rp. 0,OO
g. Lain-lain Rp. O,OO
h. Saldo Anggaran kbih Anggaran Rp. 18.253.163.496,56

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai
berikut :

a. Kegiatan Operasional
1. Pendapatan
2. Beban
3. Surplus/defisit dari Operasi

b. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
c. Pos Luar Biasa
d. Surplus/DeIisit LO

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf
d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebogai
berikut :

a. Ekuitas Awal
b. Surplus/Defisit LO
c. Dampak Komulatif Perubatran
d. Ekuitas Akhir

Pasal 7

Neraca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf e per 31
Desember 2019 sebagai berikut :

a.J
b.J
c.J

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf f untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

40.177 .472.580,48
357. 129.351.008,06

(389.587.875.227 ,98)
200.000.000,00

971.567
7.9t9.9t9.927,56
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Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1

huruf g Tahun Angg aran 2Ol9 memuat informasi baik secara
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Qanun ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Ringkasan l,aporan

Lampiran I.1 : Realisasi Anggaran menurut urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut
urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah
menurut urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan dan;

Lampiran i.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Lampiran III : l,aporan Operasional;
d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e" Lampiran V : Neraca;
f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih;
j. l"ampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan penyisihan

Dana Bergulir:
k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi penambahan dan

Pengurangan Aset;
m. Lampiran XIII : Tetap Daerah;
n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
o. l,ampiran XV : Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pekerjaan;
p. Lampiran XVI : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
q. Lampiran XVII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
r. Lampiran XVIII: Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
s. Lampiran XIX : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
t. l,ampiran XX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan

sampai akhir tahun dan dianggarakan kembali
dalam tahun anggaran berikutnya; dan

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah / Perusahaan Daerah.
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Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana tersebut dalam pasal 1
ayat (21 yaitu : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran vI eanunini.

Pasal 12

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Tahun
Anggaran 2OL9 sebagai rincian lebih lanjut diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran kabupaten
Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 3 Septem 2020 M

15 Muharram 1442 H

BUPATI ACEH UTARA, *

--.-L\LfH. MUHAMMAD THAIB
Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 September 2020 M

19 Muharram 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

A. MURTALA

Paraf Koordinasi

Kepala BPKD 8
Kepala Bagran Hukum Ib

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2019 NOMOR .L.....
NOMOR REGISTER KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH: {l /sl /2O2Ol
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